
PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HALMAHERATENGAH

PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORCANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR LAVANAN PENGADAAN BARANG/JASA

KABUPATEN HALMAHERA TENCAH

DENCAN RAHMAT TUHAN VANG MAHA ESA

Menimbang : a

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

bahwa datam rangbq optimalisasi dan efektiv/itas pelayanan
pengadaan barang/ja$a di Kabupoten Halmahera Tengah, perlu
dibentuh iembaga Unrt Layanan Pengadaan GJLP) yang bersifat
Structural dan berdiri sendirl;
bahwa berdasarban belentuan Pasa! 14 Peroturan Presiden

Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Alas Peroturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Borang/ joso

b.

Mengingot

2.

f* wi • •* r'WM 1^1 tl lb^4 I WW*JIW wiiib

Pengadaan (ULP) untuh memberihan pelayanan dan pemblnoan
dibidong pengadaan barong/jasa dapat dibentui? dengan eselon
III, sesuai l;ebutuhan daerah dalam mengelola pengadaan
barong/ Josa;

bahwa berdasarhan pertimbongan sebogalmono dimahsud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentub Peroturan Daerah
tentang Pembentuban Organlsast dan Tata Kerja Kantor Layanan
Pengadaan Barong/Jasa.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembenti-hon

Kabupoten Daerah Tlngbat II Halmahera Tengah (Lemboran
Negoro Rl Tahun 1990 Nomor 51,Tombohon Lembaran Negaro Rl
Nomor 3830);

Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Alas
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pot?ob

Kepegawoian (Lemboran Negara Rl Tohun 1999 Nomor 169,
Tombahan Lembaran Negoro Rl Nomor 3890);
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' L Tenggara Bartit '(Lembdran Negara Republih Indonesia tahun'
1999 Nomor 174,Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia
Nomor 3895);

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentuhan

Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepuiauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan

Kota Tidore Kepuiauan di Propinsi Maluhu Utara (Lembaran
Negara Rl Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Rl Nomor 4262);

6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemerilTsaan

.Pengeiolagn dqntanggungjawab Keuangan Negara;

Undgng 7 UndqngJ^omor.;^3 jphun 2004 tehtdng F>erimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

G-embaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Rl Nomor 4438);

9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentufean

Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Rl Tahun

2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5233);

10 Undcng ~ Undcng Ncrr!'^" 23

Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Rl Nomor 5587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

1Z Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Rl Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milib Daerah (Lembaran Negara Republil? Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republih
Indonesia Nomor 4609);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersihdan Bebas dari Kolmi, Korupsi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republih Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor46 Taiiun 1999 tentang Pembentuban

Provlnsi Majuku l^ara^ Kab Buru dan Kabupqten Maluku



: .1.'

:15. Peroturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagtan

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

RI'vNomoriWBT);;-

16. Pei^uran Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi

Perangbat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4741);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Af^untansi Pemerintahan;

18. Peraturan Preslden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan

Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telahbeberapa hali

diubah, teral^hir dengan Peraturan PresidenNomor 70 Tahun 2012

tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/jasa . Pemerintah

'O-enibardn NegdraR^^ Ind^jia Tahun 2012 Nomor 155,
'tambahan Lembaran I^egara Republic Indonesia Nomor 5334);

19. Keputusan Presiden Republic Indonesia Nomor 159 Tahun 2000

tentang Pedoman Pembentuhan Badan Kepegawaian Daerah;

20. Peraturan Kepala iembaga Kebijahan Pengadaan Barangdan

Jasa Pemeritah Nomor 5 Tahun 2012 tentang UnitLoyanan

Pengadaan (Berita Negara Republil? Indonesia Tahun 2012

Nomor 501);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Haimahera Tengah Nomor 21

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten

Haimahera Tengah ( Lembaran Daerah Kabupaten Haimahera

Tengah Tahun 2008 Nomor 21);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Haimahera Tengah Nomor 6

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Haimahera Tengah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang

Pembentul^an Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Haimahera Tengah;

23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentuhan

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penangguiangan Bencana



- Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Lembaran Daerah

IJr Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 nomor 07);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 8

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Percituran Daerah

Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang

Pembentuban OrganlsasI dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah

Kabupaten Halmahera Tengah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 6

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 17 Tahun 2008 Tentang

Pembentuban OrganlsasI dan Tata Kerja Satuan PolisI Pamong

Praja dan Perllndungan MasyaratKit Kabupaten Halmahera

Tengah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

C;...: Kabupaten-Hafmaherd Tengah Nomor ll Tahun 2010 tentang

Pembentuhan Organlsasi dan Tata Kerja Sehretariat Daerah dan

Secretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah.

Dengan Penetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKVAT DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Dan

BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUrUSKAN :

Menetaphan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

TENTANG TENTANGPEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTORLAVANAN PENGADAAN BARANG/JASA.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimahsud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;



Z Bupati adalah Bupcrti Halmahera Tengah;
3. Pemerintah _Daerah .adalqh Bupati beserta perangtot daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
4. Dewan Perwal^ilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

lembaga peiv^Nlan rdl^t daerah sebagi unsur penyelenggara pemerintahan
daerohKabupatenJ^ ^ v-- ^

-Sehretaris D dBalah Sehretdris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
6. Kantor adalah Kantor Layanan Pengadaan Barang/jasaKabupaten Halmahera

Tengah;

7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/jasa
Kabupaten Halmahera Tengah;

8. Kelompot? Jabatan Fungslonal adalah helompok PegowalNegeri Sipli yang diberl
tugas, wewenang dan hah secarapenuh oleh pejabat yang berv;enang untuh
melahsanahankegiatan yang sesual dengan profesinya dalam ranghahelancaran
tugas pemerintah daerah;

9. Pengadaan barang/jasa Pemerintah selanjutnya disebutdengan pengadaan
barang/jasa adalah begiatan untubmemperoleh barang/jasa oleh Satuan Kerja
Peranghat[)aerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa;

, 10. Barang adglah .seHqp, benda baih .berwuiud maupua .tldahbeTwuJud, bergerab

'rtSl'iSb: V- ^^' maupun tiddh b^rgii^K Vdrtg 'ddpdt dipetda^ahghan/ 'dipafciai, dlis^rgunaban
atau dimanfddtteh bleh pen^und barang;

11. Peberjaan Konstrubsi adalah seluruh peberjaan yangberhubungan dengan
pelabsanaan bonstrubsi bangunanatau pembuatan vuujud fisib lainnya;

12. Jasa bonsultans! adalah jasa layanan profesional yangmembutuhban beahlian

tertentu diberbagai bidangbeilmuan yang mengutamaban adanya olah

Xi\)e(\r{brainufare];

13. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhbanbemampuan tertentu yang

menairfnmabnn \>»^'omrrtrt\\rvr\f<bnhirrtrol Hnlrim 5Kt?r" tCftCI b^lolc?

teiahdibenal luas didunia usaha untub menyelesaiban suctupeberjaan atau segala

peberjaan dan/atau penyediaanjasa selain Jasa Konsultansi, Pelabsanaan

PeberjaanKonstrubsi dan Pengadaan Barang;

14. Kelompob Kerja adalah panitia pengadaan barang/jasayang melabsanaban

pemilihan penyedia barang/jasa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentub Kantor LayananPengadaan Barang/jasa

Kabupaten Halmahera Tengah.
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BABIII

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudul^an

-v...jv,I.- .:.Pasal3

Kantor adalah unsur pendubung penyelenggaroanpemerintahan daerah, yang

dipimpin oleh seorang KepalaKantor yang berada di bawah dan bertanggung jovuab

hepadc Bupati melalui Sehretarls Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pol^ob dan Fungsi

Pasal 4

(1) Kantor mempunyai tugas pohoh membantu Bupati dalammelahsanaban

penyusunan dan pelaifsanaan l?ebijahandaerah di bidang peiayanan dan

.P^^mbinqgrt pengqdqari^ , .
(2) Ddlam .menyelenggprakan tugds sebagaimana dimahsudpada ayat (lX Kantor

mempunyai Fungsi:

a. perumusan kebijalKin tel^nis dr bidang peiayanan danpembinaan pengadaan

barang/ jasa;

b. pengboordinasian penyusunan rencana umumpengadaan barang/jasa;

c. pemberian dukungan atas penyeienggaraanpemerintahan daerafi di bidang

peiayanan danpembinaan pengadaan barang/ jasa;

d. pembinaan dan pelahsanaan tugas di bidangpelayanan dan pembinaan

pengadaan barang/jasa;dan

e. pelabsanaan tugas lain yang diberihan oleh Bupatisesuai dengan tugas dan

fungsinya.

BABIV;

UNSUR DAN SUSUNAN ORGAN'SASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur organisasi Kantor, terdiri dari:



a. Pimplnan adalah Kepala Kanton

b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha; ddn

c Pelaksana adalah Setol, dan Kelompob JabatanFungsIonal.

Bqgldn'Keduq-':; •
Susunan Organlsasi

Pasal 6

(f) Susunan organlsasi Kantoo terdiri atas :

a. Kepala Kanton

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c Sebsl Pengadaan Baran;

d. Sebsi Pengadaan Perherjaan Konstruk»l;

. e. Sehsl Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya;

(2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan

- /. .iSeMdiplmpin ote^

i[3)~:Bagan-$^ukturprganisasi Karitor sebagaimana tercantumdalam Lampiran yang

merupaban bagian tidahterpisahhan dari peraturan daerah ini.

BABV

TUGAS UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

ixc^ciiu Kciritor

Pasal 7

Kepala tontor mempunyai tugas membantu Bupati dalammemimpin dan

menghoordinasiban pelaksanaan tugas danfungsi sesuai iingt;up tugasnya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Us< iha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantudan bertanggung jawab

l^epada Kepala Kantor dalammelahsanahan pengelolaan betatausahaan.



<2); Untuh menyelenggaraban tugas sebagaimana dimahsudpada ayat (l).Sub Bagian

. Tata Usaha mempunyatfungsi:

a. Pengelolaan dan penyusunan program sertapelal^anaan evaluasi dan

pelaporan hlnerja {?anton

b'pengelQlaqn admlnistrajl umum, urusan rumahtangga, surcrt. menyur^/:
fearsipan dan petjalanandinas, pengadaan, pemelihdraan dan

inventarisasiperlengbapan, hubungan masyarabat, penyiapanmoteri hubumdan

I?etatalal7sanaan;

c. pengelolaan administrasi hepegawaian, pengendalian, dan

pertanggungjawaban administrasi hepegawaianKanton

d. penyiapan bahan penyusunan hebijaban penataanorganisasi;

e. pengelolaan situs web Kanton dan

f. pengeiolaan administrasi heuangan, penyusunananggaran, pengendalian, dan

pertanggungjawabanadministrasi beuangan Kantor.

. • Bagian Ketiga
r -r.—7 Seb'si Pen^daari Bardng * t

Pasal 9

0) Sebsi Pengadaan Barang mempunyai tugas membantuKepala Kantor daiam

menyiaphan bahan pelahsanaandan pembinaan pengadaan barang.

(2) Untub menyelenggaraban tugas sebagaimana dimabsudpada ayat (I), Sebsi

Pengadaan Barang mempunyaifungsi:

a. ptsnyiapan bahan perencanaan pengadaan barang;

b. penyiapan bahan pembogian tugos belompob berjapengadaan barang;

c penyiapan bahan monitoring pelabsanaan pengadaanbarang;

d. penyiapan bahan pembinaan pengadaan barang; dan

e. penyiapan bahan pelaporan hasil pengadaan barang.

Bagian Kee.npat
Sebs! Pengadaan Peberjaan Konstrubsi

Pasal 10

(1) Sebsi Pengadaan Peberjaan Konstrubsi mempunyai tugasmembantu Kepala
Kantor daiam menyiapban bahanpelabsanaan dan pembinaan pengadaan
peberjaanbonstrubsi.



(2) Untuh: menyelenggaralKin tugas sebagaimana dima^udpada pyat (1); Sebsi

, Pengadaan Pet^erjaanKonstrul?$lmempunyaifungsl:
a. penylapan bahan perencanaan pengadaan peberjaanbonstruksh
b. penyiapan bahan pembagian tugos helompob t^erjapengadaan peherjaan

feonstrubsi;

b. u c*. bahqn monitpring tselahsanqan pengadaanpekerjaan |?on$iTutej;
. - . d penyiapan bahan pemblnaan pengadaan peberjaanlwnstruksi; dan

e. penyiapan bahan pelaporan hasil pengadaanpeherjaan konstrul^i.

Bagian Keiima

Sel«I Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya

Pasal 11

(1) Set^sl Pengadaan Jasa Konsultansi dan jasa Lainnyamempunyai tugas membantu
Kepala Kantor dalamKonstruhsi dan Sehsi Pengadaan Jasa Konsultansi danjasa

Lainnya dibentub Kelompob Kerja,
(2) Untub menyelenggarahan tugas sebagaimana dlmahsudpada ayat (1), Sebsi

Pengadaan Jasa Konsultansi danJasa Lainnya mempunyai fungsi:
a. penyiapan bdhan perencanaan pengadddn jasahqnsultansiddn jasa fainnya;
b..penyidpan baHan pembagidh tuigas k'elompob l^erjapengadaan jdsa honsultqnsi

dan jasa lainnya;
c penyiapan bahan monitoring pelahsanaan pengadaanjasa honsultansi dan jasa

lainnya;

d. penyiapan bahan pembinaan pengadaan jasa honsuttansidan jasa lainnya; dan
e. penyiapan bahan pelaporan hasil pengadaan jasa tonsultansi dan jasa lainnya.

BAB VI

Pasal 12

(1) Untul? melahsanahan pemilihan barang/jasa pada Sel?siPengadaan Barang, Sel?si
Pengadoan PeberjaanKonstrubsi dan Sek^si Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa

Lainnya dibentub Kelompoh Kerja;
(2) Pembentufean dan Tugas Kelompoh Kerja ditetapban olehKepala Kantor

berdasarhan peraturan perundang-undangan.

B. VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

(1) Kelompoh Jabatan Fungsionai terdiri dari sejumiahtenaga dalam jenjang jabatan

fungsional yang terbagiatas berbagai helompo^ sesuai bidang beahlian;



(2) Setiap kelompoh sebagoimana dimabsud padd ayat (l)dipimpin oleh sfiorang; yang

ditunjut; diantara tenagafungslonal yang ado di llnghungan Konton

(3) Nama dan jumlah jobatan fungsional sebagalmancdimahsud pada ayqt (1)

. ditentubon berdascrhan sifotjenls, kebutuhan dan beban berja yang diatur

;, - -^leblhilarijut dengan Peroturon Bupoth • -

BAB Vllt

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasc114

(1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsurorganisasi Kantor mempafean
l^esatuan yang tidab dapat dipisahkan;

(2) Peldfoanqan Fungsi Kdntor diselenggaral^ao olehSub Bagian Tata Usaha, Sebsi ddn
; 'KelpmpbWqbdtari Fungsional menurut bidang tiigas mdiing-rndsMg;

"(3)-Setiap unsuFo^^ ka'ntor wajibTtteriVrap^dri'p
integrasi, sihl^ronisasl dan simplifllrasi;

(4) Setiap unsur organisasi wajib memberihan bimbingaapengawasan dan petunjuh
peiahsanaan tugas bepadabawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pcic! 15

Setiap unsur organisasi pada Kantor u;ajib mematuliil?etentuan dan bertanggung
jawab Npada atasan langsungserta menyampaikan laporan tepat pada wahtunya.

Pasal 16

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seknimenyampaihan laporan sesuai
dengan bidang tugasnyahepada Kepala Kantor pada wahtunya.

Pasal 17

(1) Setiap laporan yang diterima oleh unsur organisasibawahannya, diofoh dan
dipergunahon sebagai bahanpenyusunan lebih lanjut untub memberikan petunjub
bepada bawahan;

(2) Dalam menyampaihan laporan kepada atason, tembusanlaporan disampaihan
bepada Organisasi PeranghatDaerah lainnya yang secara fungsional
mempunyaihubungan herja.
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BaglanKetlga

Hal Mewahili

Pasal 18

:,[^Jpm:ha[!Kep^^^^ Kantpr berhqiangan, maka Kepqia Kantordapqt menunjul? Kepqiq
SubiBagiqn T^q Usahq qtau KepalaSeksi untuk mewabillnya, dengan rhemperJiotit^a^
hesesuaianbidang tugasnya

Bagian Keempat
Uraian Tugas Jabotan

Pasal 19

Uraian tugas jabotan pada Kantor diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BABtX

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

Kdptor mempunyal hubungqn hbprdinasl structural denganSeH^retqriot Dderah dan -
hubungon'hbordlnasi fungslonaldengan OrganfsdslPerangkat Daerdh lalnnya.

BABX

KEPEGAWAIAN

Pasal2l

(1) Kepala Kantor adalah pejabat eselon lll.a, Kepala SubBaglan dan Kepala Sehsi
adalah pejabat eselon 1^/a.

(2) Pejabat Eselon III dianghat dan dlberhentikan oleh Bupati.
(3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Karrtor diangkat dandiberhentiban oleh

ueiwci'iung b«iuu>ui Kdnf%lehluuri peruluiuii perunu'uii^-ui luungan.
(4) Setiap unsur organisasi di Hngkungan Kantor wajibmemberiban pembinaan

hepegawaian sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.

BABXI

PEMBIAVAAN

Pasal 22

Pembiayaan Kontor dibebanhan pada Anggaran Pendapatandan Belanjo Daerah.

BAB XII

.<ETENTUANPERALIHAN

Pasai23

Seiuruh hebijakan pemerintahan daerah yang telah ditetaphanberdasarhan
peroturan-peroturan sebelum ditetopkannyaPeroturon Doeroh ini, masih tetap
bertahu sepanjang tidabbertentangan dengan Peraturan Daerah In).

BAB XII
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KETENTUANPENUrUP

Pasai24

Peraturan Daerah Inl mulai berlabu pada tanggai diundangton.Agar setiap orang
dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Diundangban di Weda

pada tanggai 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

HALMAHg® TENGAH,

j• i,')r*.

;.- --- - kJo.

Disohkan di Weda

pada tanggai 24 Desember 2014

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

y 'r

M. AL VASiN ALI

.itif

•'.r' "•;"cj:--: iainnyn. •

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

TAHUN 2014 NOMOR 14
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PENJELASAN

atas

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR 14 TAHUKI 2014

PEMBENTUKAN 0RGANISA51 DAN TATA KERJA

KANTOR LAVANAN PENGADAAN BARANG/JASA

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

PENJELASAN UMUM

Perubahan regulasi dari Undang - Undang 22 Tahun 1999 menjadi

Undang - Lfndang 32 Tahun 2004 membawa honsehwensi pada perubahan

sejumlah peraturan dibawahnya, termasul? Peraturan Pemerintah Nomor 8 .

Tdhun 2003 tentang Pedoman Organlsash Peratigbqt Dqerah yang hemudlan

diubah' dengdn Peraturan Pemerintah Nompr 41 tajiun 2007 terrtimg O
Perangkot Daerah.

Undang - Undang 32 Tahun 2004 menyataban bahwa Perangbat Daerah

Kabupaten terdiri dari Secretariat Daerah, Secretariat DPRD, Dinas Daerah,

Lembaga Tebnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Dasar ulama penyusunan Perangbat Daerah dalam bentub suatu

Organisasf adalah adanya urusan Pemerintahan yang menjadi bewenagan

Daerah, yang terdlri dari Urusan Wajib dan Urusan Piiihan. Urusan Pilihan

diselenggaraban oleh Daerah barena memilibi potensi unggulan dan bebhasan

Daerah yang dapat dibembangban dalam rangba pengembangan Otonomi

Daerah. Dengan demibian pembentuban Organisasi Dinas - dinas Daerah

Kabupaten Halmahera Tengah telah merujub pada bewengan Daerah untub

melabsanaban penyelenggaraan Pemerintahan yang benifat Wajib dan Pilihan.

Besaran Organisasi Dinas - dinas Daerah telah berpedoman pada Pasal 20

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yang bemudian berdasarban

briteria jumlah pendudub, luas wilayah dan jumlah APBD menempatban

Kabupaten Halmahera Tengah berada pada posisi besaran Organisasi Perangbat

Daerah dengan nilai 40 ( Empat Puluh ) sampai dengan 70 (Tujuh Puluh ).

Perubahan nomenblatur Bagian Tata Usaha pada Dinas menjadi
Sebretariat dimabsudban untub iebih memfungsibannya sebagai unsur stof dalam
rangba boordinasl penyusunan dan penyelenggaraan tugas - tugas bidang secara
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terpadu dan tugas peldyanan admirilstratif. Selain itu pertanggungjdwaban
Kepala Dinas melalui Sel^retaris Daerah dimahsudkan sebagai pertanggujawaban
adnfiinistratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelcksanaaa
monitonng, euaiuasi dan pelaporan pelal^sanaan tugas dinas daerah, walaupun
Kepala Dinas bukan merupakan bawahan langsung Set^retarls Daerah.

II. PENJEU^SAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 24 Cuhupjelas
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LAMPIRAN PERATURAN, DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR. 14TAHUN2014

TANCGAL ! 24 DESEMBER 2014

BAGAN STRUKTUR ORCANISASl

KANTOR LAVANAN PENCADAAN BARANC/JASA

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
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BUPATi HALMAHERA TENGAH,
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